
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 47 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA  

DAN ANGKA KREDITNYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi lowongan formasi jabatan 

Pembimbing Kesehatan Kerja di lingkungan instansi 

Pemerintah melalui pengangkatan penyesuaian 
 

(inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan 

masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja, 

perlu mengubah persyaratan administrasi pengangkatan 

melalui penyesuaian (inpassing); 
 

b. bahwa dalam rangka mengakomodir kegiatan peninjang 

tugas pejabat fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 

maka perlu mengubah unsur penunjang kegiatan 

jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka 

Kreditnya; 
 

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas 
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan 
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Angka Kreditnya; 

 

Mengingat ... 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
 

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
 

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
 

Indonesia Nomor 3890); 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 
 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5063); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 

Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2797); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4332); 

 

8. Peraturan ... 
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8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  tentang  
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 
 
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang  

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 
 
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 100); 
 
14. Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2009  tentang  

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 
 

 

15. Peraturan ... 
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15. Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I  
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 126); 
 

16. Keputusan  Presiden  Nomor  87  Tahun  1999  tentang  
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

 
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan 

Angka Kreditnya; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
 

PENDAYAGUNAAN  APARATUR  NEGARA  DAN  REFORMASI 
 

BIROKRASI  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  JABATAN 
 

FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DAN 
 

ANGKA KREDITNYA. 
 

PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional 

Pembimbing Kesehatan Kerja diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 7 
 

Unsur  dan  sub  unsur  kegiatan  Pembimbing  Kesehatan 
 

Kerja yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: 
 

a. Pendidikan, meliputi: 
 

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 
 

2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di 

bidang upaya kesehatan kerja dan memperoleh 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STTPP) atau sertifikat; dan 
 

3. Diklat prajabatan. 
 

b. Upaya kesehatan kerja, meliputi: 
 

1. Persiapan upaya kesehatan kerja; 
 

2. Pelaksanaan ... 
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2. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja; dan 
 

3. Monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja. 
 

c. Pengembangan profesi, meliputi: 
 

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

upaya kesehatan kerja; 
 

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan 

lainnya di bidang upaya kesehatan kerja; dan 
 

3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ 

petunjuk teknis di bidang upaya kesehatan kerja. 
 

d. Penunjang tugas Pembimbing Kesehatan Kerja, meliputi: 
 

1. Pengajar/pelatih/penyuluh di bidang upaya 

kesehatan kerja; 
 

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ 

konferensi/pelatihan di bidang upaya kesehatan 

kerja; 
 

3. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional 

Pembimbing Kesehatan Kerja; 
 

4. Keanggotaan  dalam  organisasi  profesi  Pembimbing  
Kesehatan Kerja; 

 
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan 

 
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 

 
2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 36 
 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan 

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini telah dan 

masih melaksanakan tugas di bidang kesehatan kerja 

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, 

dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam jabatan 

fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
 

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma 

IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan; 
 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan 

ruang III/a; 
 

c. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 
 

d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 

(satu) tahun terakhir. 
 
 

(2) Angka ... 
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(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) 

dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan 

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini. 
 

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian  
(inpassing). 

 
(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja 

dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan 

disesuaikan(di-inpassing) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian 

(inpassing) harus mempertimbangkan formasi jabatan. 
 

3. Lampiran  I  diubah,  sebagaimana  tercantum  dalam  
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
 

PASAL II 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  27 Desember 2013 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

AZWAR ABUBAKAR  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Februari 2014 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.  

AMIR SYAMSUDIN 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 152 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN PANRB 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, 
 
 
 
 

HERMAN SURYATMAN 



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  13  TAHUN 2013  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN  
KERJA DAN ANGKA KREDITNYA 

 
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL  

PEMBIMBING KESEHATAN KERJA 
 

NO 
GOLONGAN 

IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT 
 ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN  

 

RUANG < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH 
 

  
 

1 III/a Sarjana (S1)/DiplomaIV 100 112 124 136 148 
 

         

2 III/b 
Sarjana (S1)/DiplomaIV 150 162 174 186 197 

 

       

Magister (S2) 150 163 177 188 199 
 

  
 

         

  Sarjana (S1)/DiplomaIV 200 224 247 271 294 
 

3 III/c 
       

Magister (S2) 200 226 249 273 296 
 

         

  Doktor (S3) 200 228 251 275 298 
 

         

  Sarjana (S1)/DiplomaIV 300 322 345 368 391 
 

4 III/d 
       

Magister (S2) 300 325 347 370 393 
 

         

  Doktor (S3) 300 327 349 372 395 
 

         

  Sarjana (S1)/DiplomaIV 400 434 468 502 536 
 

5 IV/a 
       

Magister (S2) 400 437 471 505 539 
 

         

  Doktor (S3) 400 440 474 508 542 
 

         

  Sarjana (S1)/DiplomaIV 550 584 618 652 686 
 

6 IV/b 
       

Magister (S2) 550 587 621 655 689 
 

         

  Doktor (S3) 550 590 624 658 692 
 

         

7 IV/c Sarjana (S1)/DiplomaIV s.d Doktor (S3) 700 700 700 700 700 
 

         

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
AZWAR ABUBAKAR 


